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SALINAN       P U T U S A N
Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Pematangsiantar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan

terakhir  Sekolah  Dasar,  pekerjaan perias  pengantin,   tempat

kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 14 September 1976,  agama Islam,  pendidikan

terakhir  Diploma  III  ,  pekerjaan  dekorasi  pelaminan,  tempat

kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 22 April 2020

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar

dalam register Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.KBr, tanggal 22 April 2020  dengan

dalil-dalil gugatan sebagai berikut:   

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah

menikah pada tanggal 27 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Siantar  Barat  Kota

Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan

Akta  Nikah  Nomor  0186/009/X2019  yang  diterbitkan  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Siantar  Barat  Kota  Pematangsiantar  Propinsi

Sumatera Utara tertanggal 7 Oktober 2019;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

tinggal bersama di kediaman milik Penggugat di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup  bersama  dan  melakukan  hubungan  suami  istri  (ba'da  dukhul)

namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa  pada  awal  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,

karena  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  percekcokan  /

Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham

sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

percekcokan;
4.2 Bahwa  Penggugat  merasa  cemburu  dikarenakan  Tergugat

sering chatingan dengan orang lain;
4.3 Bahwa  ketika  Penggugat  mengajak  Tergugat  untuk

berhubungan  suami  istri  Tergugat  sering  menolak  ajakan

Penggugat,  bahkan  untuk  berhubungan  suami  istri  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan terlebih dahulu;

5. Bahwa  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tanggal 20 April

2020  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  bahkan

antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 bulan

lamanya;

6. Bahwa  diakibatkan  permasalahan  tersebut  membuat  komunikasi

antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, maka dari itu

Penggugat  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  lagi  hidup  bersama dengan

Tergugat  bahkan  Penggugat  juga  sudah  tidak  lagi  ridho  bersuamikan

Tergugat;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut  membuat  rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat  dipertahankan dengan

baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan
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norma  agama  maka  perceraian  merupakan  alternative  terakhir

Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar

Ketua  Pengadilan  Agama  Pematangsiantar,  Cq  Majelis  Hakim  segera

memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang

berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa, pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil  secara

resmi  dan  patut  dan tidak  terbukti  ketidakhadirannya  itu  disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  namun  usaha  tersebut

tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya

dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  pada  prinsipnya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A.  Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  0186/009/X2019  tertanggal  7

Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Siantar  Barat, Kota  Pematangsiantar, Propinsi  Sumatera  Utara,  yang

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;
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B.  Saksi:

1. Saksi  Pertama,  umur  53 tahun,  agama  Islam  pendidikan

terakhir SMEA, pekerjaan salon/rias pengantin, bertempat tinggal di

Kota  Pematangsiantar,  di bawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi teman Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah pada tahun 2019;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah kediaman milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak  sebulan setelah menikah keadaan rumahtangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi

karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dengan

Tergugat  sering  berselisih  paham,  Tergugat  tidak  pernah  mau

mendengarkan pendapat dari Penggugat;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  secara  langsung  antara

Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi  saksi sering

dipanggil untuk menengahi masalah Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal lebih kurang 3 minggu lamanya; 

- Bahwa  saksi  sering  menasehati  Penggugat  agar  bersabar

namun Penggugat tidak berkeinginan lagi melanjutkan hubungan

rumahtangganya dengan Tergugat;

- Bahwa  pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat

tidak mendapat restu dari pihak keluarga Penggugat; 

2. Saksi Kedua, umur  50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan  ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Kota

Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

sebagai berikut:
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- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah pada tahun 2019;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah kediaman milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa  keadaan  rumahtangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  sejak  satu  bulan  setelah

menikah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat

selalu  membatasi  pergaulan Penggugat  dengan teman maupun

tetangga Penggugat, seperti setiap kali Penggugat berkumpul di

rumah  tetangga  maka  Tergugat  akan  segera  menjemput

Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang, selain itu hubungan

antara Penggugat dengan anak-anak Tergugat tidak baik;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  secara  langsung  antara

Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi  ketika saksi

berkunjung  ke  rumah  Penggugat,  saksi  sering  melihat  sikap

Tergugat yang tidak baik terhadap Penggugat dan menunjukkan

rasa tidak suka;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal lebih kurang 3 minggu lamanya; 

- Bahwa  saksi  sering  menasehati  Penggugat  agar  bersabar

tetapi Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan

perilaku Tergugat;

- Bahwa  pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat;   

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan

mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 

Bahwa, Penggugat  dalam kesimpulannya  secara  lisan  menyatakan

tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

seperti diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  setelah  mempelajari  berkas  perkara,  ternyata

Pengadilan Agama Pematangsiantar mempunyai kewenangan absolut untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  sesuai  dengan  maksud  Pasal  49

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  itu  perkara  ini  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  panggilan  yang  telah

disampaikan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat  dan  Tergugat

telah dipanggil  secara resmi dan patut,  dengan demikian ketentuan Pasal

145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan

telah  nyata  ketidakhadirannya  tersebut  bukan  karena  alasan  yang

dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut,

dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini

diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat

PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,

akan  tetapi  upaya  damai  tetap  dilakukan  dengan  menasehati  Penggugat

agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat  sebagaimana  dimaksud  pada

ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
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3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50

Tahun 2009  jo.  Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka

yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat

dengan  alasan  rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  lagi

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  sebagaimana  terurai

dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti  surat  yang bertanda P dan dua orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  berupa  Fotokopi  Kutipan

Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  merupakan  akta

otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan

dengan  aslinya  ternyata  cocok  dan  sesuai  dengan  aslinya,  isi  alat  bukti

tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami

isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat

(2)  Undang-undang Nomor  1 tahun 1974  jo Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal  7 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum

Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat

di  persidangan  Majelis  Hakim  menilai  telah  memenuhi  ketentuan  formil

kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu

halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian

secara formil dapat diterima; 

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  di

persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah

sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar
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alasan bertengkar terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan

saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi-saksi  Penggugat  adalah fakta

yang  dilihat,  didengar  dan  dialami  sendiri  serta  relevan  dengan  dalil-dalil

yang harus dibuktikan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  hingga  akhirnya  berpisah,  peristiwa  mana

merupakan  indikasi  tidak  harmonisnya  rumah-tangga  Penggugat  dan

Tergugat,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  keterangan  saksi-saksi

Pengugat sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya

Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan

dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  299/K/AG/2003 tanggal  8  Juni  2005

yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Hakim  yang  menyatakan  bahwa

“keterangan  dua  orang  saksi  dalam  sengketa  yang  hanya  menerangkan

suatu akibat  hukum (rechts gevolg)  mempunyai  kekuatan hukum sebagai

dalil  pembuktian  untuk  itu  harus  dipertimbangkan  secara  cermat”  jo.

Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang

tidak  melihat  secara  langsung  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri

sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-

menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;   

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang

saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis

Hakim  berpendapat  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  Penggugat  sepanjang

mengenai  ketidakrukunan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat serta

telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 3  minggu yang lalu,

telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Penggugat  telah  mengajukan  dua

orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka  Majelis

Hakim  berpendapat  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

mencapai batas minimal pembuktian saksi;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat

ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada tanggal 27 September 2019 dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun lagi  dan antara Penggugat  dengan Tergugat  telah pisah rumah

sejak lebih kurang 3 minggu yang lalu; 

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  sidang

sebagaimana tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim akan menilai  apakah fakta-

fakta tersebut  bernilai  fakta hukum sebagaimana yang akan di  uraikan di

bawah ini:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  angka  1  Penggugat  dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak dan

tidak  pernah  bercerai,  dengan  demikian  Penggugat  berkualitas  hukum

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat berhak mengajukan

gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  sebagaimana

dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  angka  (2)  Majelis  Hakim

menilai  dengan  tidak  melihat  siapa  dan  apa  yang  menjadi  penyebabnya

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasi

sebagai rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) yang sulit untuk

dirukunkan dan disatukan lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit untuk diwujudkan sebagaimana

yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam dan dalil surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :
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Artinya: ”Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaanNya  ialah  Dia  telah

menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya

kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia

menjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang,  sesungguhnya

pada  yang  demikian  itu   benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi

kaum yang berfikir.” 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974,  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria

dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  firman  Allah  SWT pada  Surat  Ar

Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

mendapatkan  ketentraman  dan  dalam  rangka  membentuk  keluarga  yang

bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka

apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak

ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan

itu sudah rapuh;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertahankan  perkawinan  harus  ada

keinginan  yang  kuat  (ghirah)  dari  kedua  belah  pihak  suami  dan  isteri,

sementara dalam kasus  a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak

sejalan  dan  unsur  ikatan  lahir  dan  batin  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak  ada  lagi  karena  secara  lahir  (fisik)  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  berpisah  kediaman bersama sejak  3  minggu  yang  lalu  dan  ketika

Majelis  Hakim  menasehati  Penggugat  di  persidangan,  Penggugat  tetap

bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  menurut  penilaian  Majelis  mempertahankan

perkawinan  seperti  itu  hanya  akan   mengakibatkan  kemadharatan  dan

ekses-ekses negative (madharat)  bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai

dengan  kaidah  Hukum  Islam,  bahwa  menolak  kemadharatan  harus

didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

المصالح    جلب على درءالمفاسدمقدم
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Menimbang,  bahwa walaupun  fakta  hukum sebagaimana  terurai  di

atas  tidak  memenuhi  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang

berbunyi sebagai berikut :“perceraian dapat terjadi karena alasan  :  antara

suami  dan isteri terus-menerus  terjadi perselisihan  dan pertengkaran  dan

tidak ada harapan akan hidup  rukun lagi  dalam rumah tangga”, akan tetapi

substansi  pasal  ini  adalah  tidak  dapat  dirukunkan  lagi,  maka  dengan

demikian Majelis  Hakim  berkesimpulan  alasan  perceraian  yang  diajukan

Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah  memenuhi  alasan

perceraian  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975.  Hal  ini  sejalan  pula  dengan  putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal  26 Maret 1997 yang

diambil  alih  Majelis  Hakim  menjadi  pertimbangannya  yang  menyatakan

bahwa  “rumah  tangga  telah  pecah  dan  retak,  karena  suami  isteri  tidak

berdiam satu rumah lagi,  sehingga tidak  ada harapan untuk hidup rukun

kembali  sebagai  pasangan  suami  isteri  yang  harmonis  dan  bahagia” jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September

2003  yang  diambil  alih  Majelis  Hakim  menjadi  pertimbangannya  yang

menyatakan  “suami  isteri  yang  telah  pisah  rumah  dan  tidak  saling

memperdulikan  sudah  merupakan  fakta  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran  sehingga  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  bersama  dalam

rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim menilai  gugatan Penggugat

telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan

Penggugat dapat  dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in  sughra

Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam

bidang  perkawinan,  maka  sebagaimana  ditetapkan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);  

Demikian  diputus  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal  5 Mei 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami

Muhammad Irfan,  S.H.I. sebagai  Ketua Majelis,  Asri  Handayani,  S.H.I.,

M.E.,  dan  Muhamad  Tambusai  Ad  Dauly,  S.H.I. dan masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari  itu juga oleh Hakim Ketua didampingi  oleh Hakim-hakim

Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Saiful  Bahri  Lubis,  S.Ag.  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

      

    Ketua Majelis,

dto

        Muhammad Irfan, S.H.I.

        Hakim Anggota,        Hakim Anggota,

        dto dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.     Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.
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putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

      dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran Rp  

30.000,00

2. Biaya Proses Rp  

50.000,00

3. Biaya Panggilan Penggugat 

Rp120.000,00

4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat

Rp  10.000,00

5. Biaya Panggilan Tergugat

Rp240.000,00

6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat

Rp  10.000,00

7. Biaya Redaksi Rp  

10.000,00

8. Biaya Meterai Rp    
6.000,00

           Jumlah Rp476.000,00
                    (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pst 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


